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EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN 

LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA 

Abstrak 

Oleh 

Auliya Rahmat Ritonga 

11870512026 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu 

Utara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keefektivitasan 

penyaluran dan faktor penghambat dana zakat. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif 

kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran dana zakat pada BAZNAS dengan 

memiliki program yaitu Labura Sehat, Labura Peduli, Labura Cerdas, Labura Taqwa dan 

Labura Sejahtera yang belum memiliki dampak yang siginifikan untuk mengurangi jumlah 

angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Beberapa faktor penghambat dari 

penyaluran dana zakat adalah kekurangan amil, serta data base yang kurang tepat sasaran 

sehingga masih banyak masyarakat belum tersentuh secara menyeluruh, mengakibatkan 

masih banyak masyarakat yang kurang puas akan proses penyaluran dan transparansi data 

dari pihak kecamatan. 

 

Kata Kunci: Program BAZNAS, Data Base, Mustahik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, dengan pelaksanaan 

pemerintahannya menganut sistem otonomi daerah. Hal ini terdapat dalam 

ketentuan diantaranya adalah, ditegasakan bahwa pemerintah daerah (baik 

provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi daerah masing-masing. Berdasarkan hal 

tersebut maka setiap daerah mempunyai keleluasan untuk mengatur kebijakan 

daerah dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan sumber daya 

yang dimiliki. Keleluasan tersebut bertujuan agar daerah mampu meningkatkan 

pelayanan serta mampu membangun kesejahteraan sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat pada daerah itu sendiri. Salah satu kebebasan dalam hak 

otonomi daerah adalah dengan mengentas kemiskinan pada setiap daerah yang 

ada. Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan utama yang 

kongkrit dan jelas yang harus diselesaikan dan diatasi oleh pemerintah sebagai 

pemangku jabatan tertinggi dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. 

Sebagai negara berpenduduk mayoritas umat Islam di dunia dua rukun 

didalamnya yang wajib di yakini oleh setiap muslim. Diantaranya adalah rukun 

Islam dan rukun Iman. Didalam rukun Islam terdapat 5 point yang ada, yang 

pertama adalah mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan 
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sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang 

mampu. Diantara kelima rukun Islam, membayar zakat merupakan salah satu 

kewajiban yang wajib oleh setiap muslim. Sebagai umat muslim, kita telah 

mengetahui dan memahami tentang rukun Islam yang kelima. Salah satu rukunnya 

ialah Zakat, yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT 

untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-quran. Zakat 

merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan. Sebagaimana zakat merupakan 

ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah dan 

dimensi hablum minannas. Zakat yang diatur dengan baik dimungkinkan 

memperbaiki pertumbuhan ekonomi sekalian pemerataan pendapatan. Sebab 

Islam adalah agama yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan. Salah satu 

ajaran Islam yang harus ditangani secara serius adalah penanggulan kemiskinan 

dengan cara mengoptimalkan pengumpulan, pemberdayaan, dan penyaluran dana 

zakat. Salah satu instrument keuangan Islam adalah dana zakat. Zakat muncul 

sebagai sebuah instrument solutif yang memiliki peluang dalam mengentas 

kemiskinan, pembangunan dan perekomonian yang ada (Abdul Majid, 2002). 

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat.  

Berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) bahwa 

jumlah penduduk Muslim di Indonesia sebesar 237,53 juta jiwa per 31 Desember 

2021. Hal ini setara dengan dengan 86,9% dari 273,32 juta jiwa penduduk 

Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, isu 

zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, namun juga 

bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu 

dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar. Artinya,zakat adalah sumber 
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daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan 

sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat 

(masyarakat).  

Didalam undang-undang No 23 Tahun 2011 dijelaskan bagaimana peranan 

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) adalah Badan resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan 

Keputusan RI No. 8 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Zakat. “Pengelolaan zakat 

dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan zakat. Zakat adalah harta yang 

dikeluarkan seorang muslim atau entitas bisnis untuk diberikan kepada mereka 

yang memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan hukum Islam”. Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) ialah lembaga pemerintah nasional. Dengan demikian 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama pemerintah bertanggungjawab 

dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam, kemanfaatan, amanah, 

keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan terintegrasi (Darsono, 2017).  

Maka dalam rangka penyaluran dan pemberdayaan dana zakat sebagai 

sebuah solusi kekuatan ekonomi masyarakat, berdasarkan Peraturan BAZNAS 

No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, penyaluran zakat 

dibagi menjadi dua bidang, yaitu: pendistribusian dan pendayagunaan. 

Pendistribusian diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk 

konsumtif, sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal 

tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga 

berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum (Efri Syamsul Bahri dan 

Khumaini 2020).  Sedangkan, dalam tinjauan regulasi, menurut Undang-Undang 

No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib 
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didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam (Syahriza, Harahap, 

dan Fuad 2019). Dengan demikian, baik dalam tinjauan syariah Abdus Sami 

(dalam Efri Syamsul Bahri dan Khumaini 2020) maupun dalam tinjauan regulasi, 

sasaran dalam penyaluran zakat terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, 

Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil dan Fii sabilillah. 

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara juga telah 

berusaha untuk bagaimana mengoptimalkan garis kemiskinan. Diantaranya adalah 

dengan program dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah 

memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang diatur oleh 

surat Dirjen Penangan Fakir Miskin Nomor 1902/4/S/HK.05.02/05/2019 perihal 

Instruksi Pemasangan Daftar Nama KPM Bantuan Sosial di Tempat Umum dan 

Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 

1000/LJS/HM.01/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Labelisasi KPM PKH, 

adalah : 

Tabel 1.1 

Jumlah Bantuan dari Dinas Sosial 

No Jenis Jumlah 

 

Keterangan 

1 Bantuan Sosial Tunai 12.006 jiwa 
 

Rp. 600.000 dan 10 Kg 

Beras 
2 Program Keluarga Harapan 12.972 Jiwa 

 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 

 Kegiatan labelisasi dan penerima manfaat bantuan sosial ini ditujukan 

untuk mempermudah keakurasian data penerima bantuan sosial dan 

mempermudah pengindentifikasian dan transparansi data keluarga penerima 

manfaat bantuan sosial dari rumah ke rumah serta dapat menggugah kesadaran 
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KPM Bansos yang dianggap sudah mampu agar mengundurkan diri dari 

kepesertaan program bantuan sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia. 

Dengan jumlah total luas wilayah dari 8 kecamatan mencapai 

3.545,80 km2 dengan jumlah penduduk  381.994 jiwa (2020) dan dengan jumlah 

umat Islam 80,48% dari 6 agama yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara. 

Dengan peluang sebagai mayoritas umat Islam di Kabupaten Labuhanbatu Utara 

program penyaluran dana zakat BAZNAS dibantu dengan program labelisasi dan 

bantuan dari Dinas Sosial sebenarnya mampu memberikan dampak manfaat yang 

baik untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun realitasnya angka kemiskinan 

terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat 

Statistika Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut:  

Table 1.2 

Angka Garis Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Utara 2022 

Dari data tersebut angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 

terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun belum memberikan dampak 

pengurangan angka kemiskinan. 

Sebagai lembaga pengelola zakat dan lembaga publik yang ada pada 

masyarakat maka keberadaan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai 

institusi sangat penting sebab pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan 

zakat secara produktif untuk masyarakat kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana 

 

Nama 

Persentase Garis Kemiskinan 

2019 2020 2021 

Kabupaten 

Labuhanbatu Utara 

34,76 34,86 37,13 
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Prosedur Penyaluran Dana Zakat 

Cek atau survei 

Pengajuan dari masyarakat 

 

dengan model ini diharapkan akan mempercepat upaya pengentasan masyarakat 

dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahiq kemudian 

menjadi seorang muzzaki.  

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah berdiri sejak 2019 sampai 

sekarang.  Adapun program kerja dan target yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu beberapa tahun belaka serta 

berdasarkan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan 

Pendayagunaan, penyaluran zakat dibagi menjadi dua bidang, yaitu: 

pendistribusian dan pendayagunaan. Didalam penyaluran program dana zakat 

zakat, BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki mekanisme Standart 

Operasional Perusahaan dalam penyaluran sampai kepada mustahik. Dapat dilihat 

berikut Standar Operasional Organisasi (SOP) penyaluran dana zakat di BAZNAS 

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

SOP Penyaluan Dana Zakat BAZNAS Labuhanbatu Utara 2022 

Sumber: BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 

 

Data Base Kecamatan 

Penyaluran ke Mustahik 

Rapat Pleno 
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Dari prosedur penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten 

Labuhanbatu Utara diatas, dapat dilihat standar operasional perusahaan dalam 

proses penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

memiliki procedural yang tersusun secara terstruktur. Dengan tahapan untuk 

sampai kepada mustahik tersusun secara sistematis. Dimulai dari pendataan dari 

calon mustahik dan data base dari kecamatan kemudian di verifikasi oleh bagian 

administrasi selanjutnya dilakukannya survey kelapangan apakah layak atau tidak 

untuk dibantu oleh bagian penyaluran dan kemudian terkahir di rapatkan oleh para 

Pimpinan BAZNAS untuk dapat disalurkan kepada mustahik yang sesuai dengan 

persayaratan dan ketentuan dengan menunggu kurun waktu sekitar 2 minggu 

proses penyaluran samapi kepada mustahik Sehingga apabila dijalankan 

berdasarkan dengan aturan yang ada maka akan sampai sesuai dengan target dan 

mampu membantu roda perekonomian masyarakat. Selain dari alur proses diatas, 

ada beberapa penyaluran yang sifatnya dinamis untuk langsung disalurkan kepada 

yang membutuhkan, seperti kejadian mendadak korban musibah kebakaran, 

kebanjiran, bencana alam dan lainnya yang sifatnya felksibel.  

Didalam proses penyaluran dana zakat, BAZNAS Kabupaten 

Labuhanbatu Utara juga memiliki amil yang bertugas dan bertanggungjawab 

dalam program mengelola dana zakat, termasuk penyaluran dana zakat sampai ke 

mustahik berdasarkan mekanisme yang ditelah ditentukan. Berikut data jumlah 

amil zakat BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara:   
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    Tabel 1.3 

   Jumlah Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 2019-2024 

No Nama Jabatan 

1. Sukisman, S.Sos, M.Si Ketua BAZNAS 

2. Khairunddin Hasibuan, S.Pd.I, SH Wakil Ketua BAZNAS I 

3. Jamaluddin, ST Wakil Ketua BAZNAS II 

4. Drs. Marwan Tanjung Wakil Ketua BAZNAS III 

5. Andi Syahputra, S.sos.I Wakil Ketua BAZNAS IV 

6. Darwin Pane, S.Pd.I Staff Pengumpulan 

7. Haidir Yastrib, SE Staff Keuangan 

8. Zaidul Habib, S.Pd.I Staff Distribusi 

9. Syafrida Yulianingsih, SE Staff Administrasi 

Sumber: BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 

Amil zakat ini yang akan bertanggung jawab kesetiap daerah di delapan 

kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendistribusikan 

dana zakat sampai ke mustahik. BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai 

lembaga pengelola dana zakat dengan dibantu oleh amil dalam pelaksanaannya 

memiliki target program kerja. Berikut program kerja bantuan penyaluran dana 

zakat : 

Tabel 1.4 

Target program kerja BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

 

No 

 

Tahun 

Jenis Zakat 

Target Zakat 

Konsumtif/Produktif 

Realisasi Zakat 

 Komsumtif/ Produktif 

1 2019 - 1000 Paket Labura Peduli 

- 35 Paket Labura Sehat 

- 22 Paket Labura Cerdas 

- 70 Paket Labura Sejahtera 

- 20 Paket Labura Taqwa 

- 856 Paket Labura Peduli 

- 30 Paket Labura Sehat 

- 21 Paket Labura Cerdas 

- 70 Paket Labura Sejahtera 

- 20 Paket Labura Taqwa 

2 2020 - 1200 Paket Labura Peduli 

- 55 Paket Labura Sehat 

- 1130 Paket Labura Peduli 

- 43 Paket Labura Sehat 
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- 22 Paket Labura Cerdas 

- 75 Paket Labura Sejahtera 

- 20 Paket Labura Taqwa 

- 19 Paket Labura Cerdas 

- 75 Paket Labura Sejahtera 

- 20 Paket Labura Taqwa 

3 2021 -1500 Paket Labura Peduli 

- 55 Paket Labura Sehat 

- 22 Paket Labura Cerdas 

- 80 Paket Labura Sejahtera 

- 20 Paket Labura Taqwa 

- 1380 Paket Labura Peduli 

- 43 Paket Labura Sehat 

- 15 Paket Labura Cerdas 

- 80 Paket Labura Sejahtera 

- 20 Paket Labura Taqwa 

Sumber: BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 

Berdasarkan tabel diatas, penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh 

BAZNAS Labura belum mampu mencapai target dan realisasi secara menyeluruh 

sesuai yang akan diharapakan. Minimnya amil zakat ini menjadi sebuah perhatian 

keefektifitasan dalam penyaluran dan zakat sampai ke mustahik. Sehingga dalam 

membantu penyaluran, pihak BAZNAS menerima data calon mustahik dari pihak 

kecamatan yang kemudian akan di disalurkan. Berikut data mustahik penerima 

dana zakat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara : 

Tabel 1.5 

Data Mustahik dari setiap Kecamatan 

 

No 

 

Kecamatan 

Tahun 

2019 2020 2021 

1 Kualuh Hulu 121 118 118 

2 Kualuh Selatan 91 91 87 

3 Kualuh Hilir 145 142 142 

4 Kualuh Ledong 155 155 151 

5 Aek Natas 95 92 88 

6 Aek Kuo 171 171 169 

7 Na-IX-X 131 131 131 

8 Marbau  135 129 128 

Sumber: BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 
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BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara berupaya meminta rekomendasi 

dari pihak kecamatan dalam pendataan calon mustahik di setiap daerah guna 

membantu amil zakat dalam penyaluran dana zakat. Disebabkan kurangnya amil 

zakat untuk sampai terjun langsung ke setiap daerah dan kecamatan yang ada di 

Kabupaten Labuhanbatu Utara.  

Berangkat dari fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS 

Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara” 
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1.2 Rumusan  Masalah 

Dari masalah-masalah  yang telah diuraiakan diatas, maka yang perlu 

dirumuskan sebagai rumusan masalah pokok yaitu : 

a. Bagaimana efektivitas dalam proses penyaluran dana zakat pada BAZNAS 

Kabupaten Labuhanbatu Utara?  

b. Apa faktor penghambat penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten 

Labuhanbatu Utara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dalam 

penelitian ini membuat tujuan yaitu : 

a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat pada 

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat penyaluran dana zakat pada 

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada mustahik 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan  

pembaca tentang program BAZNAS di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk 

mengembangkan pola berfikir melalui penulisan ini dan melatih penulis dalam 

menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah. 

b. Secara Praktis 
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Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

khususnya kepada Ketua BAZNAS dan Bupati Labuhanbatu Utara untuk terus 

mengoptimalkan program pemberdayaan dana zakat untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat setempat. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab untuk mempermudah 

penelitian ini, adapaun isi dari bab-bab tersebut sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diterangkan mengenai latar belakang studi yang 

mendasari pengangkatan pada tugas proposal ini, permasalahan 

yang berisi tentang masalah yang hendak dipecahkan oleh 

penulis, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, 

batasan masalah untuk mempersempit ruang lingkup, dan 

sistematika penulisan laporan yang dipakai dalam tugas ini 

sehingga bisa dipahami secara sistematis.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis berpedoman pada 

beberapa penelitian tentang teori dan konsep dasar dari BAZNAS, 

pengelolaan dan pemberdayaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu 

Utara. 

BAB III   : METODE PENELITIAN  
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Pada bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi    dan sampel, dan analisa data yang telah 

dikumpulkan 

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian 

yang di teliti. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.  

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 

mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun 

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah 

ditentukan (Iga Rosalina : 2012). 

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah di tetapkan, baik 

itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun visi organisasi. 

Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi 

(Atik Septi Winarsih dan Ratminto, 2005:174). 

Menurut SP. Siagian (2002: 151) Efektivitas adalah tercapainya 

berbagai saran yang di tentukan tepat pada waktunya dengan 

menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah di alokasikan untuk 

melakukan berbagai kegiatan tertentu. 

Menurut Gibson (2001:120) Efektivitas adalah pencapaian tujuan 

dan sasaran yang telah disepkati untuk mencapai tujuan usaha bersama. 

Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya 
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tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat 

pengorbanan yang telah dikeluarkan. 

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan 

organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di 

tentukan oleh organisasi tersebut. 

2.1.1 Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang 

sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang 

dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman 

bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat 

efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau 

hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan 

tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak 

efektif. 

Menurut Edy Sutrisno (2007:125-126) Adapun untuk mengukur 

suatu efektivitas/aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu: 

1. Pemahaman program 

2. Tepat Sasaran 

3. Tepat Waktu 
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4. Tercapainya tujuan 

5. Perubahan nyata 

Menurut Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, 

sebagai berikut:  

a) Pencapaian Tujuan  

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan 

harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian 

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti 

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti 

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun 

waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit. 

b) Integrasi  

Integarasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan 

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi 

menyangkut proses sosialisasi. 

c) Adaptasi  

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan 

dan pengisian tenaga kerja (Richard M. Steers : 1999). 

Dari definisi yang dikemukakan oleh Richard M. Steers perlu peneliti 

tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran 
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efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; 

Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini 

diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam penyaluran dana zakat pada 

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

2.1.2 Pengertian Penyaluran  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyaluran adalah proses, cara, 

dan perbuatan menyalurkan.  Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari 

bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian, secara terminologi 

penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa 

tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi. Sebagai penyaluran barang 

keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada 

pegawai negeri, penduduk dan sebagainya (W.H.SPoerwadaminta, 1999). 

Menurut Philip Kotler, penyaluran adalah serangkaian organisasi yang 

saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa 

yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi dapat 

diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke 

beberapa tempat (Fandly Tjiptono, 2001). Distribusi merupakan pendistribusian 

harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang 

berhak menerimanya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan syariat. Dalam buku lain mengatakan bahwa distribusi 

merupakan Pendistribusian atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berhak 

menerima zakat (mustahik) ( Mursyidi, 2003). 
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Distribusi atau penyaluran merupakan aktivitas pemasaran yang mampu 

menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat 

merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat, dan kepemilikan serta 

memperlancar arus saluran pemasaran (marketing chanel flow) secara fisik dan 

non fisik ( Fandy Tjiptono, 2001). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disumpulkan bahwa 

penyaluran adalah suatu proses menyalurkan barang atau jasa yang disalurkan dari 

pemiliki atau lembaga kepada pembeli atau penerima sehingga bisa digunakan 

dengan baik dan bermanfaat dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai 

yang dirancang. Sehingga penyaluran mempunyai peran yang sangat signifikan 

dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara 

2.1.3 Macam-Macam Penyaluran 

Ada tiga macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas 

ekonomi masyarakat yaitu:  

1. Penyaluran Barang Konsumsi  

Barang yang disalurkan atau yang didistribusikan adalah barang yang 

dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang 

diinginkan oleh konsumen melalui agen, pengecer lalu toko-toko. 

 



19  

 
 

2. Penyaluran Jasa  

Penyaluran dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui 

perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.  

3. Penyaluran Kekayaan  

Menurut ulama Hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki 

dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang dan uang. Kekayaan adalah 

nilai asset seseorang diukur pada waktu tertentu.  

4. Penyaluran Pendapatan  

Pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara 

ekonomis (FandiTjiptono, 2000). 

Dari keempat macam penyaluran diatas bisa di tarik kesimpulan bahwa 

didalam macam-macam penyaluran zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan 

untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen zakat yang ada di lembaga 

tersebut dalam upaya menyalurkan dana zakat yang didapatkan dari donatur atau 

muzaki sehingga dana zakat bisa cepat disalurkan ke pihak yang membutuhkan 

yaitu mustahik. 

2.2 Penyaluran Dana Zakat 

Penyaluran adalah pendistribusian/ pembagian/ pengiriman barang- barang 

dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat (Meity Taqdir 

Qadratillah, 2011). 
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Berdasarkan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang 

Pendistribusian dan Pendayagunaan, penyaluran zakat dibagi menjadi dua bidang, 

yaitu: pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian diartikan sebagai 

penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, sedangkan 

pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai 

dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk 

mencapai kemaslahatan umum (Efri Syamsul Bahri dan Khumaini 2020).  

Jadi penyaluran zakat adalah pendistribusian zakat kepada orang yang 

berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. 

2.2.1 Bentuk Penyaluran Dana Zakat 

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan 

zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada 

kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan 

dalam dua bentuk, yakni (Tika Widiastuti,2015): 

a. Bantuan Sesaat (konsumtif)  

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik 

hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada 

mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) 

dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak 

mungkin lagi mandiri (Hertanto Widodo, 2001). Seperti dalam pengaplikasiannya 
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dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, 

atau korban bencana alam.  

b. Pemberdayaan (produktif)  

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan 

akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik (Rahmawati Muin, 2013). Pada 

pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang 

dilakukan. 

2.2.2 Tahap-Tahap Penyaluran Dana Zakat 

Berdasarakan UU No. 23 Tahun 2011 yang relevan dengan panyaluran 

zakat dalam Pasal 25, 26 dan 27. Secara jelas disebutkan dalam Pasal 25 bahwa 

“zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam” dan 

Pasal 26 “pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 

keadilan, dan kewilayahan”. Pada pasal 27 bahwa zakat dapat didayagunakan 

untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan 

kualitas umat, Lebih lanjut pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat pada pasal 28 disebutkan 

bahwa pendayagunaan hasil-hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan 

berdasarkan persyaratan sebagai berikut:  

(a) hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf  

(b) yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil; 

mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan 
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dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan,  

(c) mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. 

Dalam proses pengajuan proposal bantuan dana, mustahik juga harus 

melengkapi syarat berkas proposal baik itu untuk permohonan konsumtif 

maupun produktif. Berikut ini syarat berkas proposal bantuan pendanaan dari 

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara: 

1. KTP asli di Labuhanbatu Utara (domisili) 

2. KK asli Labuhanabatu Utara (domisili) 

3. Membawa surat rekomendasi surat keterangan tidak mampu dari  

pihak desa atau kelurahan. 

4. Lampiran usaha yaitu foto usaha calon mustahik (apabila  berbentuk 

bantuan usaha) 

5. Lampiran lembaga yaitu foto (apabila bantuan untuk yayasan, panti,  

 atau sekolah) 

6. Biaya tunggakan sekolah (apabila pelajar) 

Berdasarkan peraturan diatas, BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

mengatur tahapan penyaluran dana zakat melalui mekanisme dan prosedural  

sebagai berikut: 
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Prosedur Penyaluran Dana Zakat 

Cek atau survei 

Pengajuan dari masyarakat 

 

Gambar 2.1 

SOP Penyaluan Dana Zakat BAZNAS Labura 2022 

Sumber: BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 

Dari tahapan mekanisme penyaluran dana zakat diatas, BAZNAS 

Kabupaten Labuhanbatu Utara menunggu pengajuan dari masyarakat dan 

menerima data calon mustahik dari pihak kecamatan yang kemudian di 

verifikasi oleh bidang administrasi apakah calon mustahik memnuhi 

persayaratan dan berkas yang ditetapkan oleh BAZNAS. Kemudian di cek 

survey lokasi kelapangan apakah sebagai bentuk kefalidan data yang diterima 

oleh BAZNAS dan terkahir di rapatkan oleh para pimpinan BAZNAS apakah  

calon mustahik yang ini layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat. 

2.2.3 Model Penyaluran Dana Zakat 

Model penyaluran zakat adalah bentuk pendistribusian dana zakat dari 

muzzaki kepada mustahik dengan melalui Amil. Hal ini dana zakat pada awalnya 

lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan 

Data Base Kecamatan 

Penyaluran ke Mustahik 

Rapat Pleno 
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meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam 

rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya muzakki baru. 

Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangakan dengan model 

pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan model pendistribusian zakat 

secara konsumitf dan produktif (Erika, 2012): 

a. Konsumtif Tradisional 

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan 

kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan 

konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang 

kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban 

bencana alam. 

b. Konsumtif Kreatif 

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat 

diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-

alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah 

seperti sarung dan mukena. 

c. Produktif Tradisional 

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang 

diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan 

ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, 

mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha 

dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. 
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d. Produktif Kreatif 

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang 

diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek 

sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana 

kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan 

usaha para pedagang kecil. 

Berdasarkan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian 

dan Pendayagunaan, penyaluran zakat dibagi menjadi dua bidang, yaitu: 

pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian diartikan sebagai penyaluran 

zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, sedangkan pendayagunaan 

adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan 

kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk 

mencapai kemaslahatan umum (Efri Syamsul Bahri dan Khumaini 2020). 

2.3 Konsep Zakat 

2.3.1  Pengertian Zakat 

Zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain 

dari zaka sebagaimana dalam Al-Qur‟an adalah suci dari dosa. Zakat menurut 

istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang 

berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Zakat adalah salah satu rukun Islam 

yang lima, fardhu „ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat 

mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.  
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Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim 

kepada muslim yang lain yang membutuhkan dengan memenuhi syarat kepada 

orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, berupa nisab (jumlah 

minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu 

yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan kadarnya 

(ukuran besarnya zakat yang harus di keluarkan). Konsep zakat ini adalah salah 

satu ibadah di bidang harta yang memiliki nilai-nilai sosial, sehingga dalam 

pelaksanaanya memerlukan tata cara perhitungan dan pembagiannya juga 

diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, 

tidak diserahkan pada kesadaran individu masing-masing. Zakat menurut Undang-

undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat 

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah islam. 

2.3.2 Dasar Hukum Zakat 

Zakat selain sebagai ibadah dan bukti kepatuhan kepada Allah SWT, juga 

memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar 

dalam ekonomi islam. Zakat yang dikelola dengan baik, baik penerimaan dan 

pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu 

mengentaskan masalah kemiskinan. Sebagaimana dasar hukum zakat dalam Islam 

adalah : 

a.Al- Qur‟an 

لََةَ  الصَّ كَاةََۚ إنَِّاللَّھبَمَِاتعَْمَلوُنبَصَِیر  وَآتوُ الزَّ مُوالِِنَْفسُِكُمْمِنْخَیْرٍتجَِدُوهعُِنْدَاللَّھِِۗ وَمَاتقُدَِّ كَاةََۚ وَأقَیِمُواالزَّ  
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Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang 

kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-

Baqarah: 110).  

b.Hadits  

Dari Abu Hurairah R.A. dia berkata: Setelah Rasulullah SAW wafat dan 

Abu Bakar dilantik sebagai khalifah sesudah beliau, pada waktu itu pula di antara 

orang Arab ada yang kembali menjadi kafir, Umar Bin Khathab R.A. berkata 

kepada Abu Bakar: “Mengapa anda perangi orang-orang itu? Padahal Rasulullah 

SAW telah bersabda: Aku diperintahkan memerangi manusia, sampai mereka 

mengucap: „Laa ilaaha illallah‟. Barang siapa yang mengucap: „Laa ilaaha 

illallah‟, dia telah melindungi harta dan jiwanya, kecuali karena hak Islam dan 

perhitungannya di tangan Allah A.W.J. Lalu Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, 

sungguh aku akan memerangi siapa pun yang membedakan shalat dan zakat, 

karena zakat itu hak harta. Demi Allah, kalau mereka mencegahku menarik unta-

unta (zakat), yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah S.A.W pasti aku 

perangi mereka, karena tidak mau membayarnya itu”. Maka Umar berkata: “Demi 

Allah, aku lihat Allah benar-benar telah melapangkan dada Abu Bakar untuk 

memeranginya”. Selanjutnya dia berkata: “Maka aku ketahui, bahwa itulah yang 

hak. 
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2.3.3 Syarat Wajib Zakat 

Syarat wajib zakat antara lain:  

a. Islam  

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, 

karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Dikuatkan oleh An-

Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain 

mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, yaitu bahwa zakat bukan 

merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik 

kafir yang memusuhi Islam (harbi) maupun yang hidup di bawah naungan Islam 

(immi). Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus 

melunasinya apabila ia masuk Islam.  

b. Berakal sehat dan dewasa  

Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum dewasa tidak 

diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang 

tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.  

c. Merdeka  

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim 

dewasa yang berakal sehat dan merdeka.  

d. Halal  

Harta yang di dapatkan harus dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai 

dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena 
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zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan 

rasuknya), bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan 

menerima zakat dari harta yang haram.  

e. Milik penuh  

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, 

pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di 

dalamnya tidak ada hak orang lain.  

f. Berkembang  

Menurut ahli fiqh, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti 

“harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu berbagi dua yaitu 

bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata 

adalah harta tersebut bertambah akibat keuntungan atau pendapatan dari 

pendayagunaan aset, mislanya melalui perdagangan, investasi dana yang 

sejenisnya. Sedangakan bertamabah tidak secara nyata adalah kekayaan itu 

berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang 

lain atas namanya.  

g. Cukup nisab  

Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. 

Menurut Didin Hafiduddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan 

kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari oarang yang kaya (mampu) dan 

diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan 
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bahwa nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika 

seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan 

keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan 

yaitu melalui infak dan sedekah.  

h. Cukup haul  

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan sipemilik sudah 

melamapaui dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini untuk objek 

zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa 

hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang 

sejenisnya akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu 

tahun.  

i. Bebas dari hutang  

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena Ia 

dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya.  

j. Lebih dari kebutuhan pokok  

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan 

hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda 

untuk setipa orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. 

Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk 

menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka perbendapat 

bahwa syarat nisab sudahlah cukup. 
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Untuk orang yang berzakat, wajiblah ia menjaga lima perkara:  

1. Niat, yaitu berniat dengan hati  

2. Menyegerakan sesudah sampai tahunnya  

3. Bahwa tidak dikeluarkan benda lain sebagai gantinya, dengan 

menghitung nilainya 

4. Zakat itu tidak dipindahkan ke negeri lain  

5. Harta zakat itu dibagi-bagikan. 

2.3.4 Harta Yang Wajib Dizakati 

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama zakat yang 

berhubungan dengan jiwa manusia (badan) atau disebut zakat fitrah. Kedua, zakat 

yang berhubungan dengan harta (zakat maal).  

a. Zakat Jiwa/ Zakat Fitrah  

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim 

setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika 

dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat 

Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Seorang 

muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang 

menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pemabantunya yang 

muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu 

membayar zakat sendiri. Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat 

fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi 
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dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam hari 

rayanya.  

b. Zakat Harta (Zakat Mal)  

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim 

atau badan yag dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama 

utnuk diberikan kepada yag berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu 

dizakati antara lain penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan 

pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (haul). Ada enam jenis 

harta yang wajib dizakati yaitu hewan ternak (An‟am), emas dan perak ( 

Asman ), hasil pertanian ( Zira‟ahi ), barang temuan ( Rikaz ), barang 

tambang ( Alma‟adin ), dan perdagangan ( Tijarah ). 

2.3.5 Undang-undang Pengelolaan Zakat 

Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan keharusan zakat 

dikelola. Adapun undang-undang tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:  

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.  

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang 

optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat 

Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara 

melalui Badan Amil Zakat Nasional. 
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4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 5. 

Berbagai peraturan-peraturan lainnya seperti Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi 

Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk 

kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. 

2.3.6 Penerima Manfaat Penyaluran Zakat 

Penerima zakat atau disebut mustahiq secara tegas dijelaskan dalam Al-

Quran surat At-Taubah ayat 60: 

قاَبوَِفىِقلُوُْبھُمُْوَالْمُؤَلَّفتَِ ۞ رِمِیْناَلرِّ ھِسَبیِْلوَِفِیْوَالْغّٰ
وَابْناِللّّٰ بیِْلِِۗ نفَرَِيْضَتاًلسَّ مِّ  

دَقّٰ  كِیْنتِلُلِْفقُرََاۤءِتاُلصَّ مِلیِْنوََالْمَسّٰ حَكِیْم  عَلیَْھاَوَالْعّٰ ھعَُلیِْم 
وَاللّّٰ ھِِۗ ناَللّّٰ انَِّمَافرَِيْضَتمًِّ  

ؤَلَّفتَِعَلیَْھاَقلُوُْبھُمُْوَالْمُؤَلَّفَتِعَلیَْھاَقلُوُْبھُمُْوَالْمُ    

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak 

menerima zakat, yaitu:  

1. Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan 

tenaga untuk memenuhi penghidupannya.  
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2. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan 

kekurangan.  

3. Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan 

zakat. 

4. Mu‟allaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang 

yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.  

5. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakupjuga melepaskan orang 

muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.  

6. Gharim, yaitu orang0orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang 

bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.  

7. Sabilillah, yaitu unutk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan 

kemaslahatan kaum muslimin.  

8. Ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat 

yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama/Judul/ Tahun Isi Perbedaan 

1. Afifah Rahmadani, 

“Efektivitas Program 

Sumut Makmur Oleh 

Badan Amil Zakat 

Nasional Sumatera Utara 

Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Umat Di 

Fokus penelitian ini adalah 

tentang bagaimana peran dan 

efektivitas program bantuan 

modal bergulir di Badan 

Amil Zakat Nasional 

Labuhanbatu Selatan dalam 

memberdayakan ekonomi 

Lokasi penelitian 

berbeda dan 

penelitian ini 

tentang bagaimana 

strategi BAZNAS 

Kabupaten 

Labuhanbatu Utara 
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Kecamatan Kota Pinang 

(Studi Kasus Bantuan 

Modal Bergulir Badan 

Amil Zakat Nasional 

Labuhanbatu Selatan)”. 

Tahun 2020 

umat di kecamatan Kota 

Pinang Labuhanbatu Selatan. 

dalam program 

pemberdayaan. 

 

2.  Mohammad Hasan, 

“Strategi Penyaluran 

Dana Zakat Badan Amil 

Zakat Nasional (Baznas) 

Provinsi Sulawesi Utara 

Melalui Program 

Pemberdayaan 

Ekonomi”. Tahun 2021 

Fokus penelitian bertujuan 

terkait mekanisme 

penyaluran dana zakat dan 

dampak dari hasil penyaluran 

dana zakat di provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Perbedaan penelitian 

ini adalah di lokasi 

penelitian dan 

terkait hambatan dan 

dampak dari hasil 

penyaluran dana 

zakat. 

 

3. Rahma Ridhani Aries 

Kelana, “Efektivitas 

Program Penyaluran 

Dana Zakat Dalam 

Bentuk Pemberian 

Beasiswa Bagi Siswa 

Muslim Oleh Badan Amil 

Zakat Nasional Provinsi 

Kalimantan Selatan.” 

Tahun 2020. 

Fokus penelitian ini 

membahas tentang 

bagaimana efektivitas 

BAZNAS Provinsi 

Kalimantan Selatan dalam 

penyaluran dana zakat pada 

program beasiswa bagi para 

mustahiq di Kalimantan 

Selatan 

Perbedaan penelitian 

ini adalah lokasi dan 

untuk bagaimana 

mengetahui strategi 

yang tepat dalam 

pemerataan program 

pemberdayaan 

ekonomi dana zakat 

BAZNAS kepada 

mustahiq melalui 

program 

pemberdayaan 

ekonomi serta 

hambatanBAZNAS 

dalam mengelola 

dan memberdayakan 

dana Zakat di 

Kabupaten   
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Labuhanbatu Utara. 

4 Sarfiah, “Analisis 

Pemberdayaan Ekonomi 

Mustahiq Melalui 

Penyaluran Dana Zakat 

Pada Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) Kota 

Mataram” Tahun 2018 

Fokus penelitian ini adalah  

bagaimana proses penyaluran 

dana zakat pada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) 

kota Mataram dan bagaimana 

dampak pemberdayaan 

ekonomi melalui penyaluran 

dana zakat produktif pada 

mustahiq yang dilakukan 

Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) kota Mataram. 

Perbedaan penelitian 

ini adalah di lokasi 

penelitian dan 

terkait hambatan dan 

dampak dari hasil 

penyaluran dana 

zakat. 

 

5 Karmila, “Analisis 

Efektifitas Pengelolaan 

Dana Zakat Pada Baznas 

Kabupaten Bantaeng 

(Studi Kasus Baznas 

Kabupaten Bantaeng)”. 

Tahun 2020 

Fokus penelitian ini adalah 

untuk mengetahui 

bagaimana pengelolaan dan 

efektifitas pengelolaan dana 

zakat di BAZNAS 

Kabupaten Bantaeng. 

Lokasi penelitian 

berbeda dan 

penelitian ini 

tentang bagaimana 

strategi BAZNAS 

Kabupaten 

Labuhanbatu Utara 

dalam program 

pemberdayaan 

ekonomi umat. 

 

 

2.5 Defenisi Konsep 

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan 

secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat 

perhatian ilmu masri singaribun (dalam mujahidin 2013:34). Melalui konsep, 

penelitian diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan 
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menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan masalah 

antara lain : 

a. Efektivitas  

Menurut Edy Sutrisno (2007:125-126) Adapun untuk mengukur 

suatu efektivitas/aktivitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu: 

1. Pemahaman program 

2. Tepat Sasaran 

3. Tepat Waktu 

4. Tercapainya tujuan 

5. Perubahan nyata 

b. Penyaluran Dana Zakat 

Berdasarkan Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang 

Pendistribusian dan Pendayagunaan, penyaluran zakat dibagi menjadi dua bidang, 

yaitu: pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian diartikan sebagai 

penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, sedangkan 

pendayagunaan adalah pemanfaatan hasil dari penyaluran zakat secara optimal 

tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga 

berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum (Efri Syamsul Bahri dan 

Khumaini 2020). Sehinggga penyaluran dana zakat digunakan untuk dalam 

bentuk konsumtif dan produktif. 
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c. BAZNAS 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-

satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, 

infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.  

2.6 Konsep Operasional 

Tabel 2.2 

Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Efektivitas Penyaluran 

Dana Zakat pada BAZNAS 

Kabupaten Labuhanbatu 

Utara 

1. Pemahaman program 

 

a) Labura Cerdas 

b) Labura Sehat 

c) Labura Taqwa 

d) Labura Peduli 

e) Labura Sejahtera 

2. Tepat sasaran a) 8 Asnaf Mustahik 

3. Tepat waktu a) Pendataan dan verifikasi 

penyaluran selama 2 

minggu 

4. Tercapainya Tujuan b) Target program BAZNAS 

Labuhanbatu Utara  

5. Perubahan Nyata c) Status Mustahik ke 

Muzakki 

Sumber : Teori EfektivitasOrganisasi menurut Edy Sutriisno (1999:53)  

2.7 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini yaitu tentang Efektivitas 

Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah 

sebagai berikut: 
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   Gambar 2.2 

        Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana riset kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamkan besarnya 

populasi dan sampling bahkan populasi dan samplingnya sangat terbatas. Jika data 

yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, 

maka tidak perlu mencari sampling lainnya, disini yang lebih ditekankan adalah 

persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Rachmad, 

2012). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

yakni menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk 

kalimat dan bukan dalam angka-angka kemudian di analisa dengan menggunakan 

asumsi dan kajian  teori. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2022 sampai Juli 2022 
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3.3  Sumber Data 

a. Sumber Primer  

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan. Sumber data data yang diperoleh langsung dari informan, dengan 

memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), serta 

melakukan observasi (pengamatan langsung di lapangan) dari pihak BAZNAS 

Labuhanbatu Utara. 

b. Sumber Sekunder  

Menurut Danang Sunyoto (2013:21), Data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara 

khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada 

perusahaan dan dari sumber lainnya. Data sekunder ini data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsi-arsip resmi, serta literature lainnya yang 

relevan dalam melengkapi data primer penelitian di BAZNAS Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data Dalam pclaksanaan penelitian ini digunakan 

beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 
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 a. Observasi  

Observasi ialah mengamati secara langsung objek yang diteliti, guna untuk 

lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberdayaan program dana zakat 

dari BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga data yang diperlukan 

benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah melakukan dialog / percakapan (tanya jawab) untuk 

memperoleh data secara langsung dari responden.  

c. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2010:240), teknik dokumentasi merupakan pelengkap 

dari teknik observasi dan wawancara, dokumentasi digunakan untuk 

menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah 

kejelasan penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

berbentuk bukti fisik seperti foto serta data lainnya. 

3.5 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Karena tipe 

penelitian ini adalah kualitatif, maka penentuan jumlah responder yang dijadikan 

informan ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut 

(Sugiyono, 2012: 218) purposive sampling adalah teknik untuk menentukan 
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sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar 

data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.  

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait 

dengan tempat penelitian diantaranya:  

Tabel 3.1  

Informan Penelitian 

No Subjek Penelitian (orang) Jumlah Informan 

1 Ketua BAZNAS Labura 1 

2 Wakil Ketua II BAZNAS Labura 1 

4 Wakil Ketua IV BAZNAS Labura 1 

5 Staff Bidang Pesndistribusian 1 

6 Masyarakat  9 

Jumlah 13 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis data metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode analisa deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan suatu 

penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan 

pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

sehingga bisa mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

a. Reduksi Data  

Data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data 

yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu 
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sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan 

memudahkan dalam penarikan kesimpulan.  

b. Penyajian Data  

Data disajikan secara tenulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan 

disusun dengan cara sistematis dan mudah dipahami. Tampilan data digunakan 

untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bentuk penyajian data kualitatif 

bisa berupa teks, wawancara ataupun bagan.  

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam 

teknik analisa data kualitatif yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mencari 

hasil data yang dikumpuilkan untuk menarik kesimpulannya sedari jawaban dari 

permasalahan yang ada 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan 

satu satunya dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No 8 Tahun 

2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak 

dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang nomor 23 

tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran baznas 

sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah 

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 

melalui Menteri Agama.  

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara terletak di 

pusat Ibukota kabupaten yaitu di Aek Kanopan, Sumatera Utara. Sebagai Ibu kota 

kabupaten, Aek Kanopan merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan   

berkegiatan masyarakat. Dengan demikian Aek Kanopan menjadi daerah banyak 

dikunjungi dan didatangi masyarakat daerah kabupaten Labuhanbatu Utara. 

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki berbagai suku, etnis, budaya dan agama. 

Diantaranya adalah suku batak, jawa, melayu, dan minang, juga terdapat 4 agama 

prioritas yaitu Islam, Budha, Kristen dan Hindu. Islam adalah sebagai  Agama 

mayoritas. Dengan memiliki 8 kecamatan yaitu, Kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh 
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Hilir, Kualuh Ledong, Kualuh Selatan, Aek Natas, Aek Kuo, NA IX-X dan 

Kecamatan Marbau.  

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara berdiri sejak 

tahun 2018 akhir yang disahkan oleh Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Bapak 

Kharuddin Syah Sitorus, S.E. sebagai ketuanya adalah Bapak Sukisman, S.Sos, 

M.Si hingga sekarang. Berdirinya  BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara saat 

ini masih terus berbenah dan bangkit untuk mengumpulkan dan menyalurkan 

bantuan dana untuk dapat disalurkan ke seluruh masyarakat Kabupaten 

Labuhanbatu Utara yang kurang mampu, dilihat dari perkembangannya 

keterbukaan BAZNAS dengan berbagai stackholder baik dari dinas pemerintahan 

kabupaten, swasta dan masyarakat terus berkolabarasi dalam berbagai kegiatan 

keummatan dan kebermanfaatan. Hal ini juga terlihat dari dukungan Bupati 

Kabupaten Labuhanbatu Utara yang sekarang yaitu Bapak Hendriyanto Sitorus, 

SE. MM banyak memberikan support seperti pemberian mobil ambulance untuk 

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara dan berkolabarasi dengan berbagai 

kegiatan.  

4.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Labuhantu Utara 

a. Visi  

” Terwujudnya BAZNAS Labura menjadi Badan Amil yang Profesional, 

Amanah, Transparan dan Akuntable”.  
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b. Misi 

1) Mewujudkan kesadaran kolektif Ummat Islam dalam memahami konsep zakat 

secara paripurna. 

2) Membentuk program pendayagunan untuk mencetak insan yang produktif, 

inovatif dan mandiri menuju hidup sejahtera lahir dan batin, 

3) Merubah Mustahik menjadi Muzakki 

4.3 Program Unggulan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

a. Labura cerdas  

Labura cerdas adalah program untuk membantu anak-anak sekolah yang 

mempunyai kemampuan intelektual tinggi, namun kondisi keluarganya kurang, 

jadi di bantu agar supaya terus bisa bersekolah. Bantuan biaya pendidikan jenis 

program ini di tawarkan kepada peserta didik baik di tingkat SD, SMP, SMU 

maupun di tingkat perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut: 

1) Siswa/mahasiswa muslim yang berkeinginan kuat untuk bsekolah/kuliah 

tapi mengalami kesulitan biaya pendididkan.  

2) Peserta didik muslim yang berpartisipsi di berbagai jenjang pendidikan  

tanpa melihat tingkat kemampuan sosial mereka, untuk menciptakan 

siswa/mahasiswa yang cinta ilmu pengetahuan.  

3) Bantuan buku untuk pondok pesantren di berbagai pesantren yang ada di 

kabupaten LabuhanbatuUtara. 
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b. Labura Sejahtera 

Labura sejahtera adalah penyaluran zakat untuk membantu usaha rumahan 

yang di lakukan oleh baznas yang di terima keluarga yang ingin membuka usaha 

tetapi minim akan modal sehinga bisa mengembangkan usahanya. Program ini 

bergerak di bidang ekonomi mikro dengan beberpa jenis kegiatan, yaitu sebagai 

berikut:  

1) Modal berkah  

Kegiatan modal berkahatau singkatan dari modal bergulir untuk 

ummah adalah program yang digulirkan untuk produk usaha 

kecil/mikro dari kaum dhuafa.  

2) Modal mandiri  

Penyaluran modal berupa uang tunai yang seorang pengelola usaha 

kecil dengan pertimbangan karena lokasi dan atau jenis usaha di 

mungkinkan tidak dapat bergabung dengan beberapa usaha mikro kecil 

lainnya untuk mendapatkan bantuan penyaluran modal.  

3) Modal berupa perlengkapan/peralatan kerja  

Program ini di tujukan untuk bantuan modal berupa 

peralatan/perlengkapan kerja kepada kelompok atau perorangan 

pengelola usaha kecil mikro seperti: mesin skap listrik, katinting, 

belanga, kompol dll sesuai dengan pengelola usaha kecil. 
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c. Labura Peduli 

Labura Peduli adalah bantuan untuk korban yang kena bencana/musibah 

seperti tanah longsor, banjir bandang, kebakaran rumah. Program Labura Peduli 

BAZNAS Labuhanbatu Utara dengan jenisnya sebagai berikut:  

1) Program Lansia, adalah program untuk lansia yang kurang mampu untuk 

kebutuhan hidup sehari-sehari yang sudah tidak memiliki pekerjaan tetap. 

2) Program Musafir, adalah bantuan untuk para musafir yang sedang dalam 

perjalanan jauh kekurangan biaya untuk melanjutkan sampai pada tujuannya 

3) Program Safari Ramadhan, adalah bantuan untuk masjid dan mushallah di 

berbagai daearah kabupaten Labuhanbatu Utara sembari silaturahmi dan 

sosialiasasi pentingnya berzakat, shadaqah dan infaq. 

4) Program Guru Mengaji, adalah bantuan untuk honorer guru mengaji di setiap 

daerah baik itu di masjid dan mushallah maupun di rumah. 

5) Program Bencana Alam, adalah bantuan untuk korban bencana alam seperti 

banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran dan lainnya yang sifatnya fleksibel dan 

dinamis untuk dibutuhkan. 

d. Labura Sehat 

 Labura Sehat adalah program untuk menyalurkan zakat bagi warga 

miskin, yang sakit dan tidak mampu berobat maka di bantu dengan program 

tersebut. Program ini adalah kegiatan dibidang kesehatan yang di berikan atau di 

salurkan kepada kaum duafa. Antara lain, yaitu: 
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1) Program pengobatan untuk mustahik kegiatan ini di berikan kepada mustahik 

oleh pengurus BAZNAS Labuhanbatu Utara baik secara mandiri oleh 

BAZNAS Labuhanbatu Utara ataupun bekerja sama dengan pihak-pihak lain 

(Ikatan Dokter Indonesia, dll) untuk memberikan pengobatan secara cuma-

cuma kepada kaum dhuafa.  

3) Program Sunat Muallaf, program ini diberikan untuk anak-anak ataupun umat 

Islam yang baru masuk Islam (Muallaf). 

e. Labura Taqwa  

Labura Taqwa adalah penyaluran zakat untuk menolong para da‟i, kiay, 

maupun fisabilillah yang berjuang di jalan Allah SWT yang kurang mampu secara 

ekonomi sehingga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Program ini adalah 

kegiatan disegmen keagamaan dengan beberapa jenis kegiatan, yaitu sebagai 

berikut:  

1) Kegiatan ulama/mubaligh sahabat Labura Taqwa untuk bekerja sama denga 

para ulama dan mubaligh yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk 

bersama-sama memberikan kesadara pada umat Islam untuk dapat 

melaksanakan kewajiban memberikan/menyalurkan ZIS melalui ceramah, 

khotbah, atau diskusi dll. 

2) Program Mushallah, yaitu bantuan untuk setiap mushallah yang sedang 

dibangun di setiap daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara 
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4.4 Struktural Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Sebagai lembaga yang memiliki legalitas, BAZNAS Kabupaten 

Labuhanbatu Utara memiliki struktural untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam 

pelaksanaan dana zakat, berikut pegawai/amil zakat BAZNAS: 

Tabel 4.1 

 Struktural Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

No Nama Jabatan 

1. Sukisman, S.Sos, M.Si Ketua BAZNAS 

2. Khairunddin Hasibuan, S.Pd.I, SH Wakil Ketua BAZNAS I 

3. Jamaluddin, ST Wakil Ketua BAZNAS II 

4. Drs. Marwan Tanjung Wakil Ketua BAZNAS III 

5. Andi Syahputra, S.sos.I Wakil Ketua BAZNAS IV 

6. Darwin Pane, S.Pd.I Staff Pengumpulan 

7. Haidir Yastrib, SE Staff Keuangan 

8. Zaidul Habib, S.Pd.I Staff Distribusi 

9. Syafrida Yulianingsih, SE Staff Administrasi 

Sumber: BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 2022 

4.5 Tugas dan Fungsi Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Sebagai lembaga resmi dan bergerak untuk keummatan, BAZNAS 

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki tugas dan fungsi masing-masing, berikut 

tugas dan fungsi para amil zakat BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara: 

A. Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

 

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

ditingkatkabupaten/kota 
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2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infaq 

dan sedekah, serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS 

provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun 

3. Melakukan verifikasi administrative dan factual atas pengajuan 

rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala 

provinsidikabupaten/kota 

B. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan 

 

1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat 

2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki 

3) Pelaksana kampanye zakat 

4) Pelaksana dan pengendalian pengumpulan zakat 

5) Pelaksana pelayanan muzakki 

6) Pelaksana evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat 

7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat 

8) Pelaksana penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan  

 muzakki 

C. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian 

 

1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

2) Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik 

3) Pelaksana dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaanzakat 

4) Pelaksana evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan  

 zakat 



53  

 
 

5) Penyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan  

 pendayagunaan zakat. 

D. Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pengelolaan  

1) Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat  

 kabupaten/kota 

2) Penyusunan rencana tahunan BAZNASkabupaten/kota 

3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan  

 zakat kabupaten/kota 

4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNASkabupaten/kota 

5) Pelaksanaan system akuntansi BAZNASkabupaten/kota 

6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja  

 BAZNASKabupaten/kota 

7) Penyiapan penyusunan laporanpengelolaan zakat tingkat  

 kabupaten/kota 

E. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi 

 

1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNASkabupaten/kota 

2) Pelaksana perencanaan Amil BAZNASkabupaten/kota 

3) Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNASkabupaten/kota 

4) Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNASkabupaten/kota 

5) Pelaksanaan Administrasi perkantoran BAZNASkabupaten/kota 

6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat 

kabupaten/kota 
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7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat 

kabupaten/kota 

8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan 

asset BAZNASkabupaten/kota 

9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala 

provinsi dikabupaten/kota 

F. Staff bidang Pengumpulan  

1) Membantu Wakil Ketua BAZNAS bidang pengumpulan dalam 

mengumpulkan dana zakat dan disetor ke bidang keuangan. 

2) Membantu Wakil Ketua BAZNAS bidang pengumpulan dalam 

pendataan data muzakki dan mustahik 

G. Staf bidang Distribusi 

1) Membantu Wakil Ketua BAZNAS bidang Distribusi dalam 

pendistribusian ke lapangan distribusi 

2) Membantu Wakil Ketua BAZNAS bidang Distribusi dalam 

pelaporan mustahid 

H. Staff bidang Keuangan 

1) Membantu Wakil Ketua BAZNAS bidang Keuangan dalam 

pelaporan mengelola keuangan masuk dan keluar. 

2) Membantu Wakiln Ketua BAZNAS bidang Keuangan dalam 

pelayanan keuangan bagi muzakki. 
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I. Staff bidang Administrasi 

1) Membantu dalam pendataan mustahik dan muzakki yang dating dan 

keluar 

2) Membantu pendataan dalam investaris BAZNAS Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. 

4.6 Legal Formal BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

1) BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang 

mandiri bertanggung jawab kepada Presiden. 

2) BAZNAS di bentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI No.8 

Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. 

3) Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi 

4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

NomorDJ.II/568Tahun2014. 

5) Surat Keputusan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara No 13 Tahun 

2019 tanggal 23 Januari 2019. 

6) BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara 

nasional. 

7) BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/II.2.%20KMA%20118%20Thn%202014%20Pembentukan%20BAZNAS%20Provinsi.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/II.2.%20KMA%20118%20Thn%202014%20Pembentukan%20BAZNAS%20Provinsi.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/II.2.%20KMA%20118%20Thn%202014%20Pembentukan%20BAZNAS%20Provinsi.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/II.3.%20SK%20BAZNAS%20kabupaten%20kota.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/II.3.%20SK%20BAZNAS%20kabupaten%20kota.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/II.3.%20SK%20BAZNAS%20kabupaten%20kota.pdf


 
 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai Efektivitas 

Penyaluran Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara 

menyimpulkan : 

1. Efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS belum begitu efektif. Hal 

ini dilihat berdasarkan indikator yang merujuk pada teori Edy Sutriisno 

meliputi: pemahaman program, ketepatan sasaran pada mustahik, ketepatan 

waktu penyaluran, tercapainya tujuan, dan dampak perubahan nyata bagi 

mustahik. Dikarenakan setiap tahunnya belum mencapai target yang 

diharapakan dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan 

terhadap mustahik sehingga dapat merubah status sosial dari mustahik ke 

muzakki dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu 

Utara.  

2. Hambatan pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam proses 

peyaluran dana zakat adalah kurangnya amil  zakat dan data calon mustahik 

yang tidak diperbaharui dari pihak kecamatan dari tahun ketahun sehingga  

BAZNAS tidak mampu meliihat mana kondisi calon mustahik yang benar 

membutuhkan. Kemudian dampak dari kekurangan amil zakat, BAZNAS 

tidak menjalankan mekanisme penyaluran sebagaimana mestinya yaitu terjun 

kelapangan untuk memvalidasi kecocokan data calon mustahik. 
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6.2 SARAN 

 Dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang 

diharapkan dapat berguna mengenai Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada  

BAZNAS Labuhanbatu Utara yaitu: 

1. Penambahan Amil zakat pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Utara, agar 

procedural penyaluran dana zakat dapat berjalan sebagaimana aturan yang 

ada dengan memvalidasi keakurasian dari data calon  mustahik dilapangan. 

2. BAZNAS Labuhanbatu Utara lebih cermat dan teliti dalam proses verifikasi 

data calon mustahik untuk mendapatkan bantuan dana, serta mengevaluasi 

pihak kecamatan disetiap daerah dalam mendata mustahik yang akan 

mendapatkan bantuan dana dengan menggunakan data terbaru serta dengan 

meminta pertimbangan mubaligh yang ada di setiap kecamatan agar bisa 

terpilah secara detail. Pihak BAZNAS seharusnya harus mampu berkolabarasi 

dengan Dinas Sosial terkait pendataan calon mustahik disetiap kecamatan, 

agar tidak adanya ketimpangan sosial dan keakurasian data calon mustahik 

yang dinilai tidak begitu efektif aapabila hanya berdasarkan dari data 

kecamatan.  
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